BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika demokrasi telah mendorong perubahan dan perkembangan
sistem pemerintahan didaerah. Hal ini menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) secara terus menerus semakin dituntut oleh masyarakat agar
memiliki kemampuan yang dapat dihandalkan dalam menggerakkan roda
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tuntutan tersebut
didasarkan atas kemauan masyarakat agar DPRD dapat memperhatikan,
menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang
diwakilinya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Untuk memenuhi tuntutan itu diperlukan kinerja DPRD. Melalui
prinsip desentralisasi, pemerintah pusat telah memlimpahkan kekuasaan

kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah.

Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan pemerintah daerah
berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas bantuan.? Pemberian otonomi luas diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya Kkesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping
itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

! Helamnida, “Urusan Rumah Tangga Daerah menurut UU NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah”, Simbur Cahaya no. 46 tahun X VI, (September 2011), hal. 2663.
2 Pasal 18, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



keistimewaan dan kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.?

Dalam hubungan inilah pemerintah pusat perlu melaksanakan pembagian
kekuasaan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah
desentralisasi. Pada pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan daerah menyebutkan, Desentralisasi adalah penyerahan
Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonomi
berdasarkan Asas Otonomi.* Desentralisasi dipahami sebagai penyerahan
wewenang politik dan perundang-undangan untuk perencanaan, pengambilan
keputusan dan manajemen pemerintah dari pemerintah (pusat) kepada unit-unit
sub nasional (daerah/wilayah) administrasi negara atau kelompok kelompok
fungsional atau organisasi non pemerintah/swasta. Selain dari desentralisai
tersebut diatas, mengingat kondisi geografis yang sangat luas maka untuk
mencapai efektifitas dan efisiensi pembinaan serta pengawasan urusan
pemerintahan yang menjadi wewenang daerah kabupaten/kota maka
pemerintah pusat melimpahkan wewenang dekosentrasi kepada pemerintah

daerah.

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa: Dekonsentrasi adalah pelimpahan
sebagaian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewengan Pemerintah Pusat

kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi verikal

3 Achmad Fauzi, “Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Yang Baik”, Jurnal Spektrum Hukum, Volume 16 Nomor 1, (2019), hal. 15.
4 Pasal 1 ayat (8), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.



diwilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai
tanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah, DPRD adalah mitra yang berkedudukan sejajar dengan
kepala daerah pada bidangnya masing-masing. Dalam posisi inilah
sesungguhnya DPRD memiliki kekuatan yang cukup utuk melaksanakan peran
dan fungsinya baik sebagai wakil rakyat maupun sebagai Unsur Penyelenggara
pemerintahan di daerah.” Melalui fungsi DPRD baik fungsi legelasi
(pembentukan peraturan daerah), fungsi anggaran dan fungsi pengawasan,
diharapkan DPRD dapat membangun dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Terdapat empat pilar untuk membangun kesejahteraan masyarakat yakni;
penegakan hukum yang adil, demokrasi politik yang bermoral, pertumbuhan
ekonomi yang cukup dan manajemen pemerintahan yang baik (good
governance). Dalam aplikasinya dituntut peran dan fungsi yang diwujudkan
melalui kinerja DPRD. Kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting untuk
mengukur suatu keberhasilan Lembaga DPRD dalam menjalankan fungsinya
yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu agar dapat dicapainya tujuan

yang diharapkan. ’

Menjadi kewajiban bagi suatu organisasi seperti lembaga DPRD untuk

melakukan evaluasi dan/atau bersedia menerima kritik dan saran sebagai bahan

5 Asmawi, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan
Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah”, Jurnal Cita Hukum, Volume 1 Nomor 1, (2024), hal. 3.
® Aryojati Ardipandanto, Prayudi Ahmad, Budiman Aulia Fitri, 2020, Peranan DPRD dalam
Pengambilan Kebijakan Daerah, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal. 39.

7 Khairudin, dkk, 2022, Membangun Kepercayaan Publikdi Indonesia: Peran Good Governance
Dan E-Government, Banyumas: CV Amerta Media, hal. 147.



evaluasi terhadap kinerjanya agar dapat mengetahui sejauh mana tujuan serta
hasil yang telah dan akan dicapai. Kinerja organisasi (DPRD) juga merupakan
tingkat kemampuan dalam memenuhi fungsi serta aturan yang ditetapkan
dalam mencapai tujuan, maka kinerja suatu organisasi hendaknya dilakukan
oleh segenap sumber daya manusia dalam organisasi tersebut, baik unsur
pimpinan, bawahan atau anggota-anggota organisasi. Dalam prosesnya prilaku
individu-individu akan berpengaruh pada prilaku kelompok dan pada akhirnya

akan mempengaruhi prilaku dan kinerja organisasi.

Berangkat dari hal itu maka menjadi sangat utama apabila suatu
organisasi memiliki anggota angota yang berkepribadian positif atau mental
yang baik. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa untuk mencapai kinerja yang
setinggi-tingginya dituntut “perilaku sesuai” antara anggota dengan harapan
organisasi. Pada penerapannya ada deskripsi tentang perilaku yang harus
dikerjakan perilaku (intra-role) dan ada pula perilaku yang tidak terdeskripsi
secara formal yang dilakukan oleh anggota organisasi termasuk anggota
DPRD, seperti bersinergi dan membantu rekan kerja menyelesaikan tugas,
keseriusan dalam mengikuti rapat baik rapat komisi, rapat gabungan komisi,
rapat fraksi, rapat paripurna, rapat dengar pendapat dengan pihak eksekutif,
swasta, organisasi masyarakat dan masyarakat itu sendiri, serta pelaksanaan
fungsi dan tugas lainya.® Perilaku yang lebih mementingkan orang banyak

ketimbang diri sendiri, juga disebut perilaku extra-role. Perilaku extra-role

8 Suwondo Anwar, Tesis: Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) (Studi
Kinerja Dprd Kabupaten Tulang Bawang Periode Tahun 2009-20014), Bandar Lampung: Program
Pasca Sarjana Magister [lmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Lampung, hal. 73.



merupakan perilaku yang sangat dihargai ketika dilakukan oleh anggota
organisasi meski tidak terdeskripsi secara formal karena meningkatkan

efektivitas organisasi.’

Dewasa ini banyak kalangan masyarakat mempertanyakan kinereja
DPRD baik dalam kedudukannya sebagai wakil rakyat maupun sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah. Masyarakat merasa bahwa DPRD belum
sepenuhnya mampu melaksanakan peran dan fungsi sebagaimana yang
diharapkan, meskipun sesungguhnya peluang dan kesempatan untuk itu telah
tersedia dan termuat dalam peraturan perundang-undangan. Seperti Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagai
mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang
MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah dengan Perpu
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.! Ada beberapa persoalan yang
dapat diindentifikasi sebagai bentuk lemahnya kinerja lembaga DPRD dalam

melaksanakan fungsinya antara lain sebagai berikut:'!

Pertama: Dalam pelaksanaan fungsi legislasi atau pembuatan peraturan

daerah (perda); sebagaian besar perda yang dihasilkan dari tahun ketahun

% Suardi Mukhlis, dkk, “Kinerja Pengawasan DPRD terhadap Kebijakan Bupati Sinjai”, Journal of
Government Insight, Volume 2 Nomor 2, (Desember 2022), hal 221.

10 Perpu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah.

" Alpin Manjdoro, Skripsi: Analisis Kinerja Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah di
Kabupaten Poso, Makasar: Program Studi [lmu Administrasi Publik konsentrasi Manajemen
Sumber Daya Manusia, hal. 134.



dalam priode berjalan pada lembaga DPRD, lebih banyak diajukan atas
prakarsa lembaga eksekutif dari pada lembaga legislatif, pada hal sebagai
lembaga legeslatif semestinya DPRD dapat melaksanakan fungsinya secara

maksimal untuk memprakarsai terbentuknya peraturan daerah (perda).

Kedua: Dalam pelaksanaan fungsi anggaran; kurang maksimalnya
lembaga DPRD dalam membahas APBD yang berpihak kepada rakyat, hali ini
terthat dari sisi pendapatan yang masih sangat mengandalkan
sumbangan/pemberian dari pemerintah pusat, dimana Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang seharusnya dapat dijadikan cermin bagi kemandirian pelaksanaan
otonomi daerah, dalam kenyataannya masih jauh dari harapan untuk
mengimbangi keperluan belanja daerah. Pada sisi belanja, belanja tidak
langsung terhitung sering lebih besar nilainya dari belanja langsung. Tergambar
disini bahwa belanja rutin pemerintahan lebih besar dari belanja Pembangunan
(masyarakat/publik). Pada hal otonomi daerah memberi kewenangan bagi
pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas bantuan. Dapat diartikan bahwa program-
program kerja daerah yang dituangkan dalam APBD semestinya
mencerminkan kemandirian daerah dalam sisi pendapatan, mencerminkan
belanja yang berpihak kepada rakyat dimana belanja langsung seharusnya lebih
besar dari belanja tidak langsung atau setidaktidaknya berbanding lurus,

berimbang dan dinamis, serta ditopang dengan pembiayaan yang memadai.

Ketiga: Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan; masih terdapat peraturan

daerah (perda) yang belum berjalan secara efesien dan efektif yang semestinya



perlu dikaji dan dievaluasi oleh DPRD apa hambatan dan kendalanya,
kemudian direvisi atau dicabut/dibatalkan karena sudah tidak sesuai lagi
dengan situasi dan kondisi yang ada. Selain dari pada itu perlu peran aktif yang
dilakukan oleh DPRD untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap
pelaksanaan APBD melalui kinerja DPRD. Adalah hal yang wajar bila muncul
pertanyaan-pertanyaan ditengah tengah masayarakat yang berkaitan dengan

kinerja DPRD.

Dalam menjalankan fungsinya DPRD Kota Surakarta sebagai bahan
kajian dalam penulisan Skripsi ini dinilai rendah kinerjanya terutama dalam
menjalankan fungsi legislasi. Fungsi ini merupakan fungsi paling dominan dan
berpengaruh karena melalui fungsi ini maka DPRD dapat mempengaruhi
seluruh aspek yang ada di daerah Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota. DPRD
dinilai kurang produktif karena sedikitnya rancangan peraturan daerah yang
berasal dari inisiatif dewan. Hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan
wewenang dan tugasnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Padahal
sebagai perwakilan rakyat daerah di tingkat Kabupaten dan/atau Kota, DPRD
dituntut untuk memaksimalkan fungsi legislasinya untuk menampung segala
aspirasi dari rakyat daerah dan untuk mensejahterakan rakyat daerah yang

merupakan kewajiban dari DPRD.'?

12 Purwono, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dprd Kota Surakarta Dalam Pembentukan Peraturan
Daerah Periode 2014-2019", Dinamika Hukum, Volume 11 Nomor 2, (Juli 2020), hal. 163.



Oleh karena itu kebijakan publik yang dihasilkan DPRD haruslah
kebijakan yang tidak mudah rapuh (kuat), sehingga menjadi penyangga bagi
kebijakan negara, dengan demikian diperlukan kinerja DPRD yang berkualitas.
Untuk menjawab masalah-masalah tersebut diatas diperlukan penelitian
akademis sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karenanya
sebagai objek penelitian ini saya sebagai penulis melaksanakan studi pada
DPRD Kota Surakarta dikarenakan saya tertarik meneliti dengan pelaksanaan
dalam peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarakan Peraturan Daerah
Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik dan menulis
judul  “EVALUASI KINERJA LEMBAGA NEGARA DPRD
SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK (PERDA KOTA SURAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2012)”

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Evaluasi Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah?

2. Bagaimana Implementasi Evaluasi Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Surakarta sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Publik?

. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pada dasarnya pasti mempunyai tujuan yang akan
dicapai. Tujuan tersebut dibuat demi menentukan arah pengerjaan penelitian
sesuai pada maksud penelitian. Terdapat dua jenis tujuan pada pelaksanaan
suatu penelitian, antara lain tujuan objektif yakni tujuan yang berasal dari

penelitian itu sendiri, dan tujuan subjektif yakni tujuan yang berasal dari



Penulis. Adapun tujuan objektif serta tujuan subjektif dari penelitian ini ialah,

yakni:

1. Tujuan Objektif

a. Untuk mengetahui bagaimana kinerja DPRD Surakarta dalam
mengembangkan dan melaksanakan peraturan daerah yang relevan
dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik

b. Untuk mengetahui bagaimana hambatan-hambatan DPRD Kota
Surakarta dalam mengembangkan dan melaksanakan peraturan
daerah yang relevan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik

2. Tujuan Subjektif

a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai
ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum, terutama tentang bentuk
kinerja DPRD kota Surakarta dalam pelayanan publik merujuk pada
perda kota Surakarta;

b. Untuk melatih kecakapan penulis untuk menerapkan teori ilmu
hukum, mengembangkan serta memperluas wawasan pemikiran, dan
pengetahuan hukum penulis yang diperoleh selama masa perkuliahan
guna menganalisis evaluasi kinerja lembaga negara yaitu DPRD
Surakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik (perda kota
Surakarta nomor 12 tahun 2012)

c. Demi melengkapi syarat guna mendapatkan gelar akademik sarjana
pada bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian
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Adanya sebuah penelitian diinginkan melimpahkan manfaat yang
didapatkan terutama untuk bidang ilmu yang sedang diteliti. Adapun manfaat
yang didapatkan dari penelitian inipun adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pandangan mengenai
bagaimana evaluasi kinerja lembaga negara yaitu DPRD Surakarta
dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Perda Kota
Surakarta Nomor 12 Tahun 2012)

b. Mengetahui bagaimana kinerja Lembaga negara DPRD kota
Surakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik merujuk
pada Perda Kota Surakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi jawaban dari
permasalahan yang diteliti penulis.

b. Dengan adanya penelitian hukum ini, diharapkan bisa meningkatkan
serta mengembangkan kemampuan penulis pada bidang hukum selaku
perbekalan demi masuk kedalam instansi-instansi penegak hukum
maupun praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di
negeri ini agar hukum dapat selalu ditegakkan.

E. Kerangka Pemikiran
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Peraturan Daerah Kota Surakarta
Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pelayanan Publik

l

kinerja ~ DPRD Surakarta dalam
mengembangkan  dan  melaksanakan
peraturan daerah yang relevan dengan
meningkatkan kualitas pelayanan publik

/B DPRD\ /B \

agaimana kinerja agaimana hambatan-hambatan
Surakarta dalam mengembangkan DPRD Kota Surakarta dalam
dan melaksanakan peraturan mengembangkan dan
daerah yang relevan dengan melaksanakan peraturan daerah
meningkatkan kualitas pelayanan yang relevan dengan peningkatan
publik? kualitas pelayanan publik?

N AN /

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada cara
atau metode, sistematika, dan pemikiran yang bertujuan dapat mendalami
permasalahan hukum tertentu dengan menganalisis data yang diperoleh
menggunakan metode penelitian tertentu.!* Metode penelitian merupakan cara
yang digunakkan peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas
masalah yang diajukan.'* Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu penelitian hukum yuridis-empiris, karena metode ini menggabungkan

metode penelitian yuridis dan empiris, dengan tujuan agar dapat mengetahui

13 Khudzaifah Dimyati, Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas
Hukum UMS, hal. 4.

14 Sukandarrumidi, 2012, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula,
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
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implementasi dari hukum dalam masyarakat.!?

Pendekatan penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan Empiris

Penelitian Empiris merupakan salah satu jenis metode
pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan Indera
manusia.'® Pendekatan Empiris bersifat eksplorator, deksriptif, dan
eksplanatori, yang artinya penelitian empiris didasarkan pada
observasi terhadap kenyataan.!”

Pendekatan ini dapat membantu peneliti dalam perolehan
data-data yang akan digunakan untuk melengkapi dan
menyempurnakan pembahasan dalam kepenulisan ini.

b. Perundang-undangan (The Statue Approach)

Pendekatan Perundang-undangan adalah jenis pendekatan
yang menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan evaluasi kinerja lembaga negara yaitu DPRD Surakarta
dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik (perda kota
Surakarta nomor 12 tahun 2012).

Pendekatan ini juga mengamati fenomena kinerja DPRD

kota Surakarta untuk peningkatan kualitas pelayanan publik

15 Angel, 2023, “Pengertian Yuridis Empiris Adalah Pendekatan Penelitian Hukum Modern”,
diakses melalui https://pdi-p.com/pengertian-yuridis-empiris-adalah-pendekatan-metodologi-
penting-dalam-penelitian-hukum-modern/ pada 29 September 2023.

16 Sugiyono, 2013, Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D,
Bandung : Alfabeta, hal. 456.

17 Yesmil Anwar dan Adang, 2005, Sosiologi Untuk Universitas, Bandung: PT Refika Aditama.



https://pdi-p.com/pengertian-yuridis-empiris-adalah-pendekatan-metodologi-penting-dalam-penelitian-hukum-modern/
https://pdi-p.com/pengertian-yuridis-empiris-adalah-pendekatan-metodologi-penting-dalam-penelitian-hukum-modern/

13

merujuk pada Perda Kota Surakarta Nomor 12 tahun 2012 tentang

pelayanan publik.

. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penggambaran kondisi
suatu objek dapat dilakukan secara rinci dan ringkas untuk mengetahui
bagaimana kinerja lembaga negara yaitu DPRD Surakarta dalam

meningkatkan kualitas pelayanan publik.

. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer
Data primer digunakan dalam penelitian ini. Data primer
didapat dari observasi langsung dilapangan melalui wawancara di
Kantor DPRD Kota Surakarta.
b. Sumber Data Sekunder
Penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data
sekunder tidak dapat diperoleh secara langsung, melainkan dapat
ditemukan dalam dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan segala yang
berhubungan dengan masalah yang telah diteliti.
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum
utama dan bersifat mengikat berupa peraturan perundangan-
undangan, antara lain:
a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah,
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b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD,
¢) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 tahun
2012 Tentang Pelayanan Publik,
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder berasal dari sumber bacaan,
seperti jurnal, artikel, buku, dan internet yang akan
digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer karena
berkaitan dengan evaluasi kinerja lembaga negara yaitu
DPRD Surakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan
publik.
3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi
petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum
primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan

lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini memerlukan pengumpulan data yang cukup
memadahi. Pengumpulan data tersebut harus dilakukan dengan cara dan
teknik tertentu agar data yang ditemukan sesuai dnegan fakta. Pada
penelitian ini, menggunakkan metode pengumpulan data sebagai berikut:
a. Wawancara

Wawancara adalah proses dimana seseorang bertanya pada

orang lain untuk mengumpulkan informasi dan evaluasi yang
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bertujuan untuk melengkapi informasi melaui pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. '8
Wawancara digunakan untuk memperoleh data dari hasil
penelitian langsung pada subjek hukum. Dengan melakukan
metode penelitian ini, peneliti mendapatkan data dari bahan hukum
primer, dengan cara melakukan wawancara pada kantor DPRD
Kota Surakarta.
b. Penelitian Kepustakaan
Penelitian kepustakaan dapat didefinisikan sebagai penelitian
yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui
berbagai hal yang berkaitan dengan perpustakaan, seperti buku,
majalah, dokumen, catatan, dan hal lain yang dapat ditemukan di
perpustakaan.19
Peneliti mengumpulkan, mengkaji, dan mereferensikan
bahan-bahan hukum yang didapat dalam penelitian kepustakaan
mengenai kinerja lembaga negara yaitu DPRD Surakarta dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5. Metode Analisis Data

Proses menganalisis dalam penelitian ini menggunakan strategi

analisis data kualitatif. Pertama dengan menganalisis data dari sumber

18 Nanda Akbar Gumilang, “Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, dan Fungsinya”, diakses pada
29 September 2023

19 Mardalis, diakses melalui https:/www.sosial79.com/2020/11/pengertian-penelitian-kepustakaan-
ciri.html
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data sekunder (Undang-Undang, Dokumen Hukum, Jurnal, Artikel,

Buku, dan Internet) tentang Perumusan masalah di skripsi ini.?

Kedua, menggunakan metode yaitu dengan menganalisis hasil

wawancara yang kemudian dijelaskan menggunakan data-data hasil

penelitian yang peneliti lakukan untuk merujuk pada Peraturan

perundang-undangan dan pendapat sarjana terkait permasalahan yang

dibuat deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan

penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika

ini sebagai berikut:

BAB I akan menguraikan tentang pendahuluan yang berisikan latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran,

metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II berupa tinjauan pustaka yang berisikan mengenai tinjauan umum

tentang judul terkait.

BAB III berupa hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh penulis

serta pembahasan tentang permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan

masalah.

BAB IV berupa penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang

diambil berdasarkan penelitian yang dilakukan.

2 David Silverman, 2001, Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and
Interaction. Hal 134.



